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<b>ABSTRAK</b><br>

Daam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia sudah menjadi tradisi, Presiden -- sebagai Kepala
Negara -- menyampaikan pidato kenegaraan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Pidato Presiden ini
senantiasa mendapat tanggapan dari anggota Dewan dan kalangan tokoh masyarakat.

<br><br>

Pancasila bukan agama. Pancasilatidak akan dan tidak mungkin menggantikan agama. Pancasilatidak akan
diagamakan juga agama tidak mungkin di Pancasilakan. Tidak ada sila-sila dalam Pancasilayang
bertentangan dengan agama. Dan tidak ada satu agamapun yang g arannya memberi tanda-tanda larangan
terhadap pengamalan dan sila-sila dalam Pancasila. karena itu walaupun fungs dan peranan Pancasila dan
agama berbeda namun dalam negara Pancasilaini kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus
pengamal Pancasilayang baik. Dalam negara Pancasilaini hegara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu. Karenaitu jangan sekali-kali ada yang mempertentangkan agama dan Pancasila, karena
memang kedua-duanya tidak bertentangan.

<br><br>

Pidato kenegaraan Presiden Soeharto padatanggal 16 Agustus 1983 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia tersebut di atas mendapat tanggapan dari Soenawar Soekowati yang pada waktu itu
kapasitasnya sebagal Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Tanggapan Soenawar Soekowati
dikemukakan dalam rapat intern Fraks Partai Demokrasi Indonesiadi Dewan Perwakilan Rakyat khusus
mempelgari pidato kenegaraan Presiden Soeharto. Menurut Soenawar Soekowati :

<br><br>

Negara Republik Indonesia tidak mencampuradukkan masalah ketatanegaraan dengan masal ah keagamaan.
Karenaitu dalam negara yang berfalsafah Pancasilaini, tidak boleh adayang alergi untuk menyebut negara
Republik Indonesia menganut faham sekularisme. Faham sekularisme yang memisahkan masalah
keagamaan dengan masalah kenegaraan dapat ditemui dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto. Kepala
negara secara tegas menyatakan Pancasila bukan agama. Untuk ini Partai Demokrasi Indonesia harus berani
menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah 'Secular State'.

<br><br>

Reaksi terhadap pernyataan pendapat Soenawar Soekowati datang dari berbagai tokoh masyarakat.
Krissantono, wakil sekretaris Karya Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberi
tanggapannya:

<br><br>

Tidak tepat kalau dikatakan negara Republik Indonesia adalah negara sekuler, karenaini bertentangan
dengan apa yang ditentukan dalam UUD '45. Negara Republik Indonesia adalah negara Pancasila. Dan yang
penting dalam negara Pancasilaitu harus dapat dijaga secara lurus dan proporsional, jangan sampai arah
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pemerintahannya menjurus ke negara sekular maupun negara agama... Saya mengharga pendapat Pak
Soenawar Soekowati bahwa Republik Indonesia negara sekular atau secular state, meskipun saya belum
mendengar dengan lengkap apa yang dinyatakannya itu. Tapi dari apayang saya baca dari beberapa koran,
sebenarnya pernyataan tersebut mengandung ?contradictio interminis?.

<br><br>

Sementara itu, juru bicara pimpinan Pusat Muhammadiyah Lukman Hann menyatakan:

Pendapat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham sekular adalah bertentangan dengan
Pancasila dan UUD '45. Pada Pancasila dengan sila pertama K etuhanan Y ang Maha Esa, merupakan bukti
dalam Pancasilatidak ada pemisahan antara negara dan agama?.

<br><br>

Ketua tim Penasehat Presiden tentang Pelaksanaan P-4 (Tim P-7) Roeslan Abdulgani mengatakan,bahwa
tidak melihat dan merasakan adanya nilai atau unsur sekularisme di dalam pidato Presiden Soeharto tanggal
16 Agustus 1983. |a mengatakan bahwa sekularisme mengandung pemisahan antara agama dan
pemerintahan. Pemerintah tidak mencampuri bahkan dikatakan mengabaikan atau tidak mengurus agama.
Sementaraitu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
menggaakan : pengertian sekularisme sebagai ideologi negara dengan negara sekular tak bisa dipisahkan.
Keterangan Ketua Umum Partai Dernokrasi Indonesia Soenawar Soekowati akan dijajaki kebenarannya.



